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ABSTRAK 

Dihan Dharmawan. 201710115148. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri 

Pasca Isbat Nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

  

Praktik perkawinan siri marak terjadi pada masyarkat, implikasi praktik 

perkawinan siri ialah tidak tercatatnya suatu perkawinan yang mengakibatkan 

anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki 

akta lahir yang tidak mencantum nama ayah biologisnya yang disebabkan tidak 

dimilikinya akta nikah orang tuanya sehingga dalam akta anak tersebut hanya 

tercantum nama ibu yang melahirkan, sehingga anak hasil perkawinan siri tidak 

memiliki hak sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan riset 

kepustakaan (library reseach), dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan 

atau dokumenter. Hasil penelitian ini Pertama, bahwa kedudukan anak hasil 

penikahan siri dalam perspektif hukum islam merupakan anak yang 

sah,sedangkan menurut hukum positif tidak sah, dan Itsbat nikah dari Pengadilan 

Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan 

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan 

jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan 

hak anak serta harta benda dalam perkawinan. 

 

Kata Kunci : Status Hukum Anak, Isbat Nikah, Pernikahan Siri   
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ABSTRACT 

Dihan Dharmawan. 201710115148. The Legal Status of Children out of Wedlock 

after Marriage Isbat in terms of Law Number 1 of 1974 concernig Marriage and 

Compilation Of Ismaic Law. 

 

The practive of siri marriage is rife in society, the implication of the practice of 

siri marriage is not recorder which results in a child resulting from a siri 

marriage being considered an illegitimate child because he does not have a birth 

certificate that does not include the name of his biological father because he does 

not have a marriage certificate of his parents so that in the deed the child is only 

listed as the name of the mother who gave birth, so that the child of a siri 

marriage does not have the rights as they should. This study uses library research 

and uses a qualitative approach. The collection of data used in this study is a 

literature or documentary study. The results of this study are. First, that the 

position of children resulting from siri marriages in the perspective of Islamic law 

is a legitimate child, whereas according to positive law it is not valid, and the 

Itsbat of marriage from the Religious Courts will affect marital status, where the 

marriage has legal force, as well as to children born from these marriages receive 

state recognition, and provide more concrete legal guarantees for the rights of the 

wife in said marriage and the rights of children and property in the marriage. 

Keywords: child’s legal status, marriage certificate, siri marriage 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Life’s simple, you make choices and you don’t look back” 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk: 

1. Ayah, Ibu, serta saudara-saudara ku tersayang yang selalu mendukung 

saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan skripsi saya 

ini. 

2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 

yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah 

diberikan kepada penulis. 
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